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ABSTRACT 

BOS funds are resources allocated to cover non-salary expenses in elementary and secondary 

schools while carrying out mandatory education initiatives; they can also be used to support 

various other undertakings as dictated by relevant legal frameworks. This research seeks to 

scrutinize the levels of accountability and transparency in the handling of School Operational 

Assistance (BOS) funds at SMK Negeri 1 Klungkung. Information gathering was achieved via 

discussions with multiple pertinent individuals. The data analysis process included acquiring 

data, analyzing it, and forming final thoughts. The analytical findings indicate that SMK Negeri 

1 Klungkung has effectively managed its BOS funds in a manner compliant with Education and 

Culture Ministerial Regulation No. 2 of 2022. The implementation of accountability principles 

in the administration of BOS Funds at SMK Negeri 1 Klungkung has been satisfactorily 

executed, demonstrated by responsible RKAS development, meticulous recording and secure 

storage of transactional documents, and the production of execution reports shared with 

relevant stakeholders. Nevertheless, there is still room for improvement in how transparently 

BOS Funds are managed at SMK Negeri 1 Klungkung, notably concerning the dissemination 

of details about how these funds are utilized to the broader community and associated parties. 
Keywords: Accountability, Transparency and Management of School Financial Funds 

 

PENDAHULUAN 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sumber dana yang disediakan untuk 

menutupi biaya operasional non personalia di tingkat pendidikan dasar dan menengah, sebagai 

bagian dari upaya mendukung program pendidikan yang diwajibkan. Dana tersebut juga dapat 

digunakan untuk mendukung beragam kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Penyaluran dana BOS ditentukan oleh jumlah siswa di setiap sekolah, dan dana ini diperoleh dari 

pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 

beserta petunjuk teknisnya, Kemendikbud memegang kendali atas tata kelola dana BOS. 

Implementasi kebijakan ini merupakan upaya memperkokoh sistem keuangan pendidikan melalui 

penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga efektivitas alokasi anggaran pendidikan 

dapat tercapai secara optimal. 

Menurut Rakhmat (2018), akuntabilitas publik secara umum meliputi partisipasi dari 

lembaga-lembaga publik dan birokrasi dalam mekanisme pengawasan, baik yang berasal dari 

internal maupun eksternal organisasi. Sementara itu, Mardismo (2018) mengartikan akuntabilitas 

publik sebagai proses penyampaian dan pengungkapan informasi terkait kegiatan serta kinerja 
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keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan laporan tersebut. 

Sulfiati (2019) menambahkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di 

sekolah mencerminkan tanggung jawab dalam penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan. Jika pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel, maka sekolah akan 

memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat maupun pemerintah. 

Menurut Krina (2019), transparansi adalah asas yang memberikan jaminan bagi publik 

untuk menjangkau data terkait tata kelola pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan kebijakan 

hingga capaian hasilnya. Prinsip ini menuntut keterbukaan informasi yang utuh guna memicu 

kolaborasi serta meniadakan agenda tersembunyi, sehingga seluruh proses penyelenggaraan 

negara tetap jelas dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo 

(2018:18), transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

ransparansi dalam tata kelola keuangan di institusi pendidikan merupakan faktor krusial bagi 

peningkatan mutu sekolah. Standar kualitas yang terjaga dengan baik akan memicu kepercayaan 

dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, masyarakat, hingga 

pemerintah, guna menyukseskan implementasi program-program pendidikan. 

Melalui Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah menetapkan standar teknis 

penggunaan Dana BOS Reguler yang bertumpu pada asas keterbukaan dan pertanggungjawaban. 

Kebijakan ini mewajibkan setiap proses manajemen dana pendidikan dilakukan secara transparan 

demi memenuhi standar tata kelola yang baik. Prinsip akuntabilitas mengharuskan penggunaan 

Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. Institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk merumuskan Rencana Kerja dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) secara komprehensif. Selain itu, sekolah harus mendokumentasikan 

serta melaporkan setiap pemanfaatan anggaran secara mendalam, sekaligus menjamin 

ketersediaan laporan yang memenuhi standar audit dari instansi berwenang. Laporan-laporan ini 

harus disampaikan dengan jelas dan dapat diperiksa oleh pihak terkait, seperti dinas pendidikan 

atau auditor eksternal. Hal ini memastikan bahwa semua penggunaan Dana BOS dilakukan dengan 

cara yang sesuai dan benar. 

Prinsip transparansi mengharuskan pengelolaan Dana BOS dilakukan dengan jelas dan bisa 

dijangkau oleh semua pihak yang berhubungan. Sekolah diwajibkan untuk mempublikasikan 

laporan penggunaan dana, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, di tempat yang mudah 

diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi sekolah atau media lainnya yang tersedia. 

Transparansi ini bertujuan untuk menghadirkan kejelasan informasi kepada masyarakat, termasuk 
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orang tua murid, tentang pemanfaatan dana serta untuk mendukung sasaran pendidikan yang telah 

ditentukan. Dengan mengintegrasikan kedua prinsip ini, Permendikbud No. 2 Tahun 2022 

bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

pengelolaan keuangan di sekolah, menjadikan dana BOS sebagai alat yang efektif untuk 

mendukung operasional pendidikan yang lebih baik. 

 Adanya temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan yang terjadi di SMK 

Negeri 1 Klungkung. Berdasarkan laporan yang dikutip dari balipost.com pada 20 Juni 2023, hasil 

pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung mengungkapkan adanya pendanaan ganda dalam 

satu kegiatan, yaitu melalui Dana BOS dan Dana Komite Sekolah. Penyalahgunaan dana 

pendidikan ini tercatat dari pemeriksaan Dana BOS pada tahun 2020 hingga 2022, dengan 

kerugian mencapai Rp 700.000.000. Selain itu, terdapat kesalahpahaman antara pihak pemerintah, 

sekolah, dan masyarakat mengenai aturan penggunaan Dana BOS, seperti pengadaan LKS. 

Masyarakat berpendapat bahwa Dana BOS dapat digunakan untuk membeli LKS, walaupun 

sebenarnya hal ini sudah dilarang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 

Tahun 2022, yang melarang pemanfaatan Dana BOS untuk berperan sebagai distributor atau 

pengecer dalam proses pembelian barang, termasuk buku. Isu ini mencerminkan lemahnya 

sosialisasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat mengenai peraturan dan ketentuan 

penggunaan Dana BOS. Kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab dari pihak sekolah dalam 

pengelolaan dana keuangan menjadi salah satu faktor utama timbulnya masalah tersebut. Tidak 

melibatkan orang tua dalam rapat atau musyawarah mengenai penggunaan dana keuangan sekolah, 

serta tidak adanya media yang transparan untuk pelaporan penggunaan dana, memperburuk situasi 

ini. 

KAJIAN PUSTAKA 

Grand teori yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu Teori Good Corporate Governance 

(GCG). Menurut Accounting (2019), terdapat empat komponen utama dalam konsep GCG yang 

sangat penting, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat elemen 

ini memiliki fungsi penting dalam membangun sistem manajemen yang efektif dan dapat 

diandalkan, baik di lingkungan perusahaan maupun institusi pendidikan. Penerapan prinsip GCG 

secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi penghambat 

aktivitas rekayasa kinerja yang dapat menyesatkan atau tidak menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya. Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya aspek 

transparansi dan akuntabilitas, dalam manajemen dana BOS di lingkungan sekolah menjadi 

jaminan atas terciptanya efisiensi anggaran. Penerapan asas-asas ini memastikan bahwa setiap 
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alokasi dana dipergunakan secara tepat guna sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan demikian, teori GCG memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis 

bagaimana pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Klungkung dapat dilaksanakan dengan cara 

yang lebih jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki rasa tanggung jawab, serta 

menciptakan keyakinan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Rakhmat (2018) mengemukakan bahwa dalam cakupan yang luas, Akuntabilitas publik 

melibatkan partisipasi institusi publik dan struktur birokrasi dalam suatu mekanisme pengawasan 

yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas 

publik sebagai tanggung jawab untuk memaparkan dan menyajikan data terkait seluruh kegiatan 

serta capaian finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini 

menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui 

keterbukaan informasi kinerja. Sementara itu, Mahmudi (2019:9) menjelaskan bahwa 

akuntabilitas dalam bidang pendidikan merujuk pada kemampuan sekolah untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Tujuan utama dari akuntabilitas 

pendidikan adalah membangun kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan masyarakat 

yang tinggi merupakan kunci untuk mendorong peran serta yang lebih luas dalam tata kelola 

sekolah. Partisipasi aktif akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kredibilitas sekolah di mata 

publik. Dengan demikian, institusi pendidikan dianggap bukan sekadar tempat belajar, melainkan 

juga sebagai motor penggerak dan sumber transformasi sosial. Oleh karena itu, pihak yang 

mengelola pendidikan perlu menyadari betapa pentingnya untuk mempertanggungjawabkan 

kinerja mereka kepada masyarakat demi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi komunitas 

secara berkelanjutan.  

Transparansi didefinisikan sebagai prinsip yang menjamin hak publik untuk menjangkau 

informasi operasional pemerintah, mencakup fase perencanaan hingga capaian kebijakan (Krina, 

2019). Asas ini menuntut ketiadaan agenda tersembunyi melalui penyediaan data komprehensif 

guna membangun kerja sama yang terbuka. Dalam manajemen finansial sekolah, keterbukaan 

tersebut memicu lahirnya akuntabilitas horizontal antara institusi dan masyarakat, yang pada 

akhirnya membentuk lembaga pendidikan yang bersih, berdaya guna, serta responsif terhadap 

aspirasi publik. Sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana BOS 

Reguler, sekolah diwajibkan untuk menyampaikan dokumen pendukung transparansi secara 

menyeluruh. Dokumen yang harus dipublikasikan mencakup laporan realisasi penggunaan dana 

dari setiap sumber, serta rekapitulasi penggunaannya. Laporan tersebut perlu disampaikan setiap 
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triwulan sesuai dengan periode pelaporannya, dan wajib dipasang di papan informasi sekolah atau 

lokasi lain yang mudah diakses oleh masyarakat. 

 Manajemen finansial di lembaga pendidikan melibatkan serangkaian proses sistematis, 

mulai dari perencanaan dan alokasi hingga pemanfaatan serta pelaporan anggaran. Tujuannya 

adalah memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel demi 

menunjang efektivitas kegiatan belajar mengajar. Salah satu instrumen utamanya adalah Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu subsidi pemerintah pusat untuk mendukung biaya 

operasional non-personalia pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, baik di sekolah 

negeri maupun swasta. Jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah 

siswa dikalikan dengan satuan biaya (unit cost) yang telah ditetapkan. Kehadiran dana BOS 

diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan. Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah (RKAS) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mencakup anggaran dan biaya 

dari seluruh program atau kegiatan sekolah, baik strategis maupun rutin, yang langsung dikelola 

oleh pihak sekolah. Sementara itu, dana komite sekolah adalah bentuk dukungan pendanaan dari 

orang tua siswa yang dikumpulkan sebagai solusi atas keterbatasan anggaran sekolah. 

 Merujuk pada Juknis yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022, 

pengelolaan dana BOS serta bantuan operasional lainnya harus dijalankan secara terarah dengan 

prinsip-prinsip utama sebagai berikut: 
1. Fleksibel merujuk pada keleluasaan dalam tata kelola anggaran yang pelaksanaannya 

diselaraskan dengan kebutuhan riil di tingkat satuan pendidikan. 

2. Efektif berarti pengelolaan dana memiliki tujuan untuk menghasilkan hasil dan dampak 

yang baik bagi mutu pendidikan. 

3. Efisien berarti pengelolaan dana ditujukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 

dengan pengeluaran yang serendah mungkin. 

4. Akuntabel yakni Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

5. Transparan yakni Pengelolaan dana harus terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku 

kepentingan. 

 Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut berfungsi sebagai 

fondasi manajemen anggaran guna memastikan dana BOS terserap secara efektif. Hal ini bertujuan 

agar penggunaan dana tetap selaras dengan visi pendidikan pada setiap institusi terkait. 



e-ISSN 2798-8961                                                                              
 

 

254 | H i t a _ A k u n t a n s i   d a n   K e u a n g a n 
 

Hita Akuntansi dan Keuangan 
Universitas Hindu Indonesia 
Edisi Januari 2026 

Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Klungkung yang dilakukan dalam penelitian ini, 

mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, di mana: 

1) Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun 

secara sistematis serta disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. 

2) Transparansi tercapai dengan adanya keterbukaan dalam perencanaan dan pelaporan dana 

yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi sekolah. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi langsung 

terhadap fenomena di lokasi penelitian. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang 

dihimpun dari subjek penelitian, yang selanjutnya akan disaring sesuai dengan fokus utama kajian. 

Berdasarkan tahapan tersebut, dikembangkanlah sebuah kerangka pemikiran yang digunakan 

sebagai pijakan untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan solusi atas topik yang 

diteliti, yakni sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis dan sumber data yang digunakan di sini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer 

dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci, 

yang meliputi Kepala Sekolah, Bendahara, Staf Manajemen, Komite Sekolah, serta perwakilan 

Orang Tua Siswa. Sementara itu, data sekunder didapatkan laporan keuangan sekolah dan sumber 

lainnya yang berasal dari buku, jurnal atau dokumen tentang dana keuangan sekolah. Oleh karena 

itu, metode pengumpulan informasi dalam studi ini menggunakan wawancara, observasi, dan 

analisis dokumen. 

 

SMK Negeri 1 Klungkung 

Penerapan Prinsip 

Akuntabilitas 
Penerapan Prinsip 

Transparansi 

Hasil Penelitian/Kesimpulan 

Pengelolaan Dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) No. 2 Tahun 2022 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Prinsip Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam tata kelola anggaran BOS di SMK Negeri 1 Klungkung tercermin dari 

kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak yang 

berkepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Kepala sekolah, bendahara 

BOS, serta tim manajemen sekolah bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban dana BOS disusun setiap tiga 

bulan dan dipublikasikan secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Penyusunan pembukuan yang akurat dan penyampaian laporan secara tepat waktu 

menunjukkan bahwa SMK Negeri 1 Klungkung telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan 

baik. Selain itu, tata kelola dokumentasi dan pencatatan finansial diselenggarakan secara efisien 

guna memfasilitasi pihak berwenang dalam melakukan peninjauan serta verifikasi terhadap 

laporan yang disajikan. Penelitian oleh Sutrisno dan Fitriana (2021) mengenai Pengelolaan 

anggaran BOS di daerah Sleman memperlihatkan bahwa walaupun ada pemahaman tentang arti 

pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan, masih ada 

kendala terkait dengan pelaporan yang kurang terbuka kepada pihak luar. Meskipun dana BOS 

digunakan sesuai dengan peruntukannya, belum ada platform yang cukup efektif untuk 

menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana kepada masyarakat luas. 

Penerapan Prinsip Transparansi 

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Klungkung dilakukan dengan 

menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai sumber dana, jumlah dana yang diterima, 

serta rincian penggunaan dana. Proses ini meliputi pengiriman data melalui papan informasi di 

institusi pendidikan serta pelaporan pemanfaatan anggaran yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan. Namun, meskipun informasi terkait penggunaan dana BOS telah 

disampaikan melalui papan pengumuman, ada beberapa tantangan dalam sosialisasi informasi 

kepada orang tua dan masyarakat. Beberapa pihak masih mengaku tidak memperoleh informasi 

yang cukup mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. 

sangat krusial untuk menciptakan keyakinan di antara institusi pendidikan, orang tua 

murid, pihak berwenang, dan masyarakat. SMK Negeri 1 Klungkung telah berusaha untuk 

menyediakan informasi yang diperlukan melalui berbagai media yang dimiliki, tetapi 

efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat tersebar secara lebih merata dan lebih 

mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul dkk 
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(2023) mengenai transparansi pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Tamacinna 

menunjukkan bahwa meskipun transparansi telah diterapkan, ada kekurangan dalam hal publikasi 

yang tidak maksimal melalui media yang tersedia. Sekolah tidak mengumumkan laporan 

penggunaan dana BOS, baik melalui papan informasi maupun situs resmi, disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pihak sekolah. 

Dengan demikian, meskipun SMK Negeri 1 Klungkung telah menerapkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, masih ada sejumlah kendala dalam memberikan informasi yang 

efisien kepada masyarakat dan orang tua siswa, yang harus ditangani agar kepercayaan dan 

keterlibatan publik dapat meningkat. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Klungkung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik dari aspek akuntabilitas 

maupun transparansi. 

1. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Klungkung telah berjalan secara optimal dan 

mengikuti ketentuan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022. Penyaluran dana dilakukan 

dalam tiga tahap, mengikuti prosedur pelaporan yang telah ditentukan. Proses perencanaan 

diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) melalui 

koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, serta seluruh tim 

manajemen. Ini mencerminkan penerapan akuntabilitas yang baik, di mana penggunaan 

dana disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah ini menunjukkan 

hasil yang memuaskan. Laporan pertanggungjawaban disusun secara sistematis dan 

transparan, dengan kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap 

penggunaan dana. Laporan-laporan itu disampaikan sesuai dengan peraturan yang ada dan 

sampai saat ini tidak ada keluhan dari pihak manapun. Ini menunjukkan bahwa SMK 

Negeri 1 Klungkung berhasil menjaga kepercayaan dari pemerintah, masyarakat, dan orang 

tua siswa. 

3. Sementara itu, implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMK 

Negeri 1 Klungkung juga telah dijalankan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu 

ditingkatkan. Informasi mengenai penggunaan dana disampaikan melalui papan 
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pengumuman di sekolah dan laporan realisasi yang dipublikasikan. Akan tetapi, ada 

masalah dalam menyampaikan informasi dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh 

seorang orang tua siswa yang mengatakan bahwa ia belum mengetahui tentang laporan 

realisasi dana. Keterbatasan dalam sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap transparansi menunjukkan bahwa meskipun sudah ada langkah keterbukaan, 

masih diperlukan peningkatan dalam komunikasi dan edukasi kepada masyarakat serta 

orang tua siswa. 

Berdasarkan simpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi mahasiswa, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

mendatang melalui perluasan jumlah sampel serta pengembangan model penelitian 

dengan mengintegrasikan variabel tambahan. Hal tersebut bertujuan agar temuan yang 

dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi lapangan secara lebih akurat dan 

komprehensif. 

2) Bagi SMK Negeri 1 Klungkung, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem tata kelola keuangan sekolah, 

khususnya melalui penguatan aspek transparansi serta akuntabilitas. Sekolah 

diharapkan lebih aktif dalam meningkatkan transparansi penggunaan dana BOS, 

misalnya dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi secara menyeluruh 

kepada guru, komite sekolah, dan wali murid mengenai RKAS yang harus direalisasikan 

melalui rapat, serta mempublikasikan penggunaan dana BOS secara terbuka di papan 

informasi, terutama untuk wali murid yang saat ini masih kurang sadar dalam 

mengawasi anggaran sekolah. 

3) Bagi Pemerintah, perlu lebih memperhatikan masalah keterlambatan pencairan dana 

BOS. Pemerintah disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaporan 

pertanggungjawaban dana BOS agar tidak terjadi penyelewengan, sekaligus menjamin 

bahwa implementasinya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap akselerasi mutu 

pendidikan di institusi tersebut. 
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